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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana sanksi pidana pokok 
bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan bagaimana sanksi pidana tambahan 
yang dapat dikenakan terhadap anak menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Sanksi pidana pokok 
bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak terdiri atas: pidana peringatan; pidana 
dengan syarat meliputi: pembinaan di luar 
lembaga; pelayanan masyarakat; atau 
pengawasan serta pelatihan kerja; pembinaan 
dalam lembaga; dan penjara. 2. Sanksi pidana 
tambahan yang dapat dikenakan terhadap anak 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
terdiri dari perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan 
kewajiban adat. Yang dimaksud dengan 
“kewajiban adat” adalah denda atau tindakan 
yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat 
setempat yang tetap menghormati harkat dan 
martabat Anak serta tidak membahayakan 
kesehatan fisik dan mental Anak. 
Kata kunci: Sanksi, Pidana Pokok, Anak,  Sistem  
Peradilan  Pidana  Anak 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak 
harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah 
Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
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Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak).3 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan 
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. 
Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam 
keberlangsungan bangsa dan negara, setiap 
Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. 
Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan 
untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan 
hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.  
Negara menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak 
yang ditandai dengan adanya jaminan 
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan 
peraturan perundang-undangan baik yang 
bersifat nasional maupun yang bersifat 
internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui 
ratifikasi konvensi internasional tentang Hak 
Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak 
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention On The 
Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak 
Anak).4 
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan 
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. 
Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki 
peran strategis yang secara tegas dinyatakan 
bahwa negara menjamin hak setiap anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta atas pelindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan 
terbaik bagi anak patut dihayati sebagai 
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup 
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umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan 
Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan 
pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.  
Perlindungan hukum bagi anak dapat 
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum 
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
anak serta berbagai kepentingan yang 
berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi 
masalah perlindungan hukum bagi anak 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas.5 
Upaya penanggulangan kejahatan perlu di 
tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam 
arti: ada keterpaduan (integralitas) antara 
politik kriminal dan politik sosial; adanya 
keterpaduan (integralitas) antara upaya 
penanggulangan kejahatan dengan penal dan 
non penal.6 
Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan 
bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dikenakan sebagai bagian dari upaya 
penegakan hukum tentunya dengan 
memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan 
pribadi anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukannya perbuatan atau yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan 
hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 
mengenakan tindakan dengan 
mempertimbangkan segi keadilan dan 
kemanusiaan. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah sanksi pidana pokok bagi 
anak menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak ? 
2. Bagaimanakah sanksi pidana tambahan 
yang dapat dikenakan terhadap anak 
menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian hukum yang digunakan 
ialah metode penelitian hukum normatif 
dengan menggunakan bahan-bahan hukum 
yang dikumpulkan dari studi kepustakaan yang 
merupakan data sekunder.   
 
PEMBAHASAN 
A. Sanksi Pidana Pokok Bagi Anak Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
mengatur mengenai pidana dan tindakan yang 
dapat dikenakan pada anak. Pasal 69 ayat: 
1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau 
dikenai tindakan berdasarkan ketentuan 
dalam UndangUndang ini.  
2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) 
tahun hanya dapat dikenai tindakan.  
Pasal 70. Ringannya perbuatan, keadaan 
pribadi Anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan 
hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 
mengenakan tindakan dengan 
mempertimbangkan segi keadilan dan 
kemanusiaan. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 
ayat: 
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  
a. pidana peringatan;  
b. pidana dengan syarat:  
1) pembinaan di luar lembaga;  
2) pelayanan masyarakat; atau  
3) pengawasan.  
c. pelatihan kerja;  
d. pembinaan dalam lembaga; dan  
e. penjara.  
(2) Pidana tambahan terdiri atas:  
a. perampasan keuntungan yang diperoleh 
dari tindak pidana; atau  
b. pemenuhan kewajiban adat.  
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam 
pidana kumulatif berupa penjara dan 
denda, pidana denda diganti dengan 
pelatihan kerja.  
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak 
dilarang melanggar harkat dan martabat 
Anak.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan 
tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Yang 
dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah 
denda atau tindakan yang harus dipenuhi 
berdasarkan norma adat setempat yang tetap 
menghormati harkat dan martabat Anak serta 
tidak membahayakan kesehatan fisik dan 
mental Anak. Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu 
pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh 
hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, 
kurungan dan denda. 7  Pidana tambahan, 
bijkomende straf, yaitu pidana yang hanya 
dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, 
misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; 
perampasan barang-barang tertentu; dan 
pengumuman putusan hakim.8 
Denda ialah hukum yang berupa keharusan 
membayar dalam bentuk uang atau lainnya 
karena melanggar aturan, undang-undang atau 
aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat.9  
1. Pidana Peringatan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 
72. Pidana peringatan merupakan pidana 
ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan 
kebebasan anak.  
2. Pidana Dengan Syarat 
Pasal 73 ayat: 
(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh 
Hakim dalam hal pidana penjara yang 
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.  
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai 
pidana dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat 
umum dan syarat khusus. 
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana dengan syarat.  
(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang ditetapkan 
dalam putusan hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan Anak.  
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih 
lama daripada masa pidana dengan syarat 
umum.  
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(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 3 (tiga) tahun.  
(7) Selama menjalani masa pidana dengan 
syarat, Penuntut Umum melakukan 
pengawasan dan Pembimbing 
Kemasyarakatan melakukan pembimbingan 
agar Anak menempati persyaratan yang 
telah ditetapkan.  
(8) Selama Anak menjalani pidana dengan 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 
(sembilan) tahun.  
 Penjelasan Pasal 73 ayat (6) Jangka 
waktu dalam ketentuan ini merupakan masa 
percobaan. 
 
B. Sanksi Pidana Tambahan Yang Dapat 
Dikenakan Terhadap Anak Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Sebagaimana telah diketahui bahwa 
seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila 
perbuatannya itu mencocoki semua unsur 
tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-
pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi 
tuntutan normatif yang harus dipenuhi 
bilamana seseorang dapat dipersalahkan 
karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu 
perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki 
semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu 
unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak 
dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah 
tindak pidana yang dituduhkan kepada si 
pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal 
demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif 
tersebut dalam perkembangannya mengalami 
pergeseran di mana seseorang dapat 
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana 
yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di 
dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang 
umumnya bersifat tidak tertulis.10 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
mengatur mengenai pidana tambahan 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 71 ayat (2) 
Pidana tambahan terdiri atas:  
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari 
tindak pidana; atau  
b. pemenuhan kewajiban adat. 
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Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Huruf (b) Yang 
dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah 
denda atau tindakan yang harus dipenuhi 
berdasarkan norma adat setempat yang tetap 
menghormati harkat dan martabat Anak serta 
tidak membahayakan kesehatan fisik dan 
mental Anak. 
Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari 
ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP 
menentukan adanya hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:11 
1. Hukuman mati; 
2. Hukuman penjara; 
3. Hukuman kurungan; 
4. Hukuman denda. 
Hukuman tambahan adalah: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan/penyitaan barang-barang 
tertentu, dan 
3. Pengumuman putusan hakim. 
Perbedaan antara hukuman pokok dan 
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 
dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 
(tidak mandiri).12  
Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan 
bersama-sama dengan hukuman pokok. 
Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya 
bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan 
menjatuhkan hukuman tambahan.13 Hukuman 
pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP 
yang berbunyi sebagai berikut: “pidana terdiri 
atas” 
a.  pidana pokok: 
1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan. 
b.  pidana tambahan: 
1. pencabutan hak-hak tertentu; 
2. perampasan barang-barang tertentu; 
3. pengumuman putusan hakim.14 
Selain pidana pokok dan pidana tambahan 
terhadap anak juga dapat diberlakukan 
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“tindakan” sebagaimana dinyatakan pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 
ayat: 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada 
Anak meliputi:  
a. pengembalian kepada orang tua/Wali;  
b. penyerahan kepada seseorang;  
c. perawatan di rumah sakit jiwa;  
d. perawatan di LPKS; 
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 
pemerintah atau badan swasta;  
f. pencabutan surat izin mengemudi; 
dan/atau  
g. perbaikan akibat tindak pidana.  
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan 
paling lama 1 (satu) tahun.  
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum 
dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana 
diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 7 (tujuh) tahun.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Huruf (b) Yang 
dimaksud dengan ”penyerahan kepada 
seseorang” adalah penyerahan kepada orang 
dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, 
dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta 
dipercaya oleh Anak. Huruf (c) Tindakan ini 
diberikan kepada Anak yang pada waktu 
melakukan tindak pidana menderita gangguan 
jiwa atau penyakit jiwa. Huruf (g) Yang 
dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak 
pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang 
disebabkan oleh tindak pidananya dan 
memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum 
terjadinya tindak pidana. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 83 
ayat: 
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada 
seseorang dilakukan untuk kepentingan 
Anak yang bersangkutan.  
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak 
dimaksudkan untuk membantu orang 
tua/Wali dalam mendidik dan memberikan 
pembimbingan kepada Anak yang 
bersangkutan. 
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Sanksi harus dipandang sebagai salah satu  
unsur yang paling esensial, bila melihat hukum 
sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana 
dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana 
Khusus atau peraturan perdang-undangan di 
luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan 
penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti 
sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur 
sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana 
dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana 
disebut dengan double track system. Menurut 
Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan 
berorientasi pada perbuatan dan berlaku (daad 
dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya 
meliputi pidana (straf) tetapi juga tindakan 
(maatregel) yang secara relatif lebih bermuatan 
pendidikan.15 
Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, 
mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan 
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk 
apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana 
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih 
bersifat antisipatif   terhadap pelaku perbuatan 
tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu 
perundang-undangan pidana bukanlah sekedar 
masalah teknis perundang-undangan semata, 
melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi 
atau materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebujakan 
legislasi.16 
Kompleksitas masalah dalam kehidupan 
masyarakat yang menjadi objek pengaturan 
hukum seringkali berkembang begitu pesatnya 
dan kadangkala aturan hukum tidak mampu 
merespon perkembangan yang terjadi. Dalam 
hal demikian maka kemudian banyak persoalan 
yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang 
menangani permasalahan hukum dalam 
tataran kongkrit. Kekosongan hukum atau 
ketiadaan aturan hukum atau ketidakjelasan 
aturan hukum atas persoalan masyarakat 
mendorong aparat penegak hukum untuk 
melakukan penafsiran hukum untuk dapat 
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memecahkan persoalan yang timbul dalam 
masyarakat. Dengan demikian maka salah satu 
fungsi hukum yaitu sebagai legal problem 
solving dapat terpenuhi.17 
Apabila anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana, maka anak yang berkonflik 
dengan hukum dapat diadili di pengadilan anak. 
Pengadilan anak merupakan pengadilan khusus 
yang berada dalam lingkungan peradilan 
umum, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Penjelasan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) 
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan 
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan 
secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Umum pada dasarnya untuk 
mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan peradilan yang 
bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui 
penataan sistem peradilan yang terpadu 
(integrated justice system), terlebih peradilan 
umum secara konstitusional merupakan salah 
                                                          
17
Yus Sudarso, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, Ilmu 
Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Dalam Trianto & 
Titik Triwulan Tutik, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu 
Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu, 
Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007, 
hlm. 54. 
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satu badan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yang mempunyai kewenangan dalam 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
perdata dan pidana.18 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Sejalan 
dengan ketentuan tersebut maka salah satu 
prinsip penting negara hukum adalah adanya 
jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan.19 
Hukum pada hakikatnya adalah 
perlindungan kepentingan manusia, yang 
merupakan pedoman tentang bagaimana 
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi 
hukum tidak sekedar merupakan pedoman 
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus 
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan 
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang 
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi 
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.20 
Sanksi pidana pokok dan tambahan bagi 
anak menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, terdiri dari pidana peringatan; pidana 
dengan syarat meliputi: pembinaan di luar 
lembaga; pelayanan masyarakat; atau 
pengawasan serta pelatihan kerja; pembinaan 
dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan 
berupa perampasan keuntungan yang 





                                                          
18
 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Umum. 
19
 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
20
 Jawahir Thontowi. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka 
Fahima. Yogjakarta. 2007. hlm.179.   
1. Sanksi pidana pokok bagi anak menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri 
atas: pidana peringatan; pidana dengan 
syarat meliputi: pembinaan di luar lembaga; 
pelayanan masyarakat; atau pengawasan 
serta pelatihan kerja; pembinaan dalam 
lembaga; dan penjara. 
2. Sanksi pidana tambahan yang dapat 
dikenakan terhadap anak menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 
perampasan keuntungan yang diperoleh 
dari tindak pidana dan pemenuhan 
kewajiban adat. Yang dimaksud dengan 
“kewajiban adat” adalah denda atau 
tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan 
norma adat setempat yang tetap 
menghormati harkat dan martabat Anak 
serta tidak membahayakan kesehatan fisik 
dan mental Anak. 
 
B. SARAN 
1. Sanksi pidana pokok bagi anak menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam 
pelaksanaannya memerlukan pertimbangan 
pertumbuhan dan perkembangan anak agar 
pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak 
melanggar harkat dan martabat anak. Dasar 
pertimbangan hakim untuk menjatuhkan 
pidana perlu mempertimbangkan segi 
keadilan dan kemanusiaan. 
2. Sanksi pidana tambahan yang dapat 
dikenakan terhadap anak menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa 
pemenuhan kewajiban adat wajib dilakukan 
tetap menghormati harkat dan martabat 
anak serta tidak membahayakan kesehatan 
fisik dan mental anak. oleh karena itu 
pelaksanaan pidana tambahan ini 
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